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ABSTRAK 

Rico Prabowo. 201610115092. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Komite 

Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah 

Pembentukan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang yang berperan dalam peningkatan 

mutu dan pelayanan sekolah, yang dibentuk berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 

tentang komite sekolah dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah, komite sekolah 

yang seharusnya menjadi mitra sekolah dalam peningkatan mutu dan pelayanan sekolah 

nyatanya digunakan sebagai alat oknum sekolah untuk melakukan kejahatan pungutan liar 

tanpa mengotori tangan oknum-oknum tersebut 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas tindak pidana 

pungutan liar serta penegakan hukum tindak pidana pungutan liar oleh komite sekolah 

berdasarkan permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, larangan yang dikenakan pada komite sekolah 

dapat dikatakan sebagai bentuk pungutan liar, dalam permendikbud nomor 75 tahun 2016 

sendiri terkait dengan sanksi atas larangan tersebut tidak diatur secara explisit, Pungutan liar 

termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana konsep kejahatan jabatan menjelaskan 

bahwa seorang pejabat, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan 

kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang atau 

menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. 

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi dan 

masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. 

 

Kata Kunci: komite sekolah, tindak pidana, pungutan liar, korupsi 
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ABSTRACT 

Rico Prabowo. 201610115092. Law Enforcement of Illegal Fees by the School 

Committee Based on the Minister of Education and Culture Regulation Number 75 

of 2016 concerning School Committees 

The formation of school committees as independent institutions that play a role in 

improving school quality and services, which was formed based on Permendikbud 

Number 75 of 2016 concerning school committees in its implementation caused 

many problems, school committees which were supposed to be school partners in 

improving school quality and services were in fact used as a tool school officials to 

commit crimes of extortion without dirtying the hands of these elements 

This study aims to analyze legal responsibility for criminal acts of extortion and 

law enforcement of criminal acts of extortion by school committees based on 

Permendikbud number 75 of 2016 concerning school committees. 

Based on the results of research in this thesis, the prohibition imposed on school 

committees can be said to be a form of extortion, in the Minister of Education and 

Culture Regulation number 75 of 2016 itself related to the sanctions for the 

prohibition not explicitly regulated, extortion is included in the category of 

occupational crimes, where the concept of occupational crimes explains that an 

official, for the benefit of himself or others, abuses his power to force someone to 

give something, pay a sum of money or accept a discounted payment, or do 

something for himself. Levies without a valid legal basis can be said to be 

maladministration activities and fall into the category of criminal acts of corruption. 

 

Keywords: school committee, crime, extortion, corruption 
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